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ABSTRAK

AGUNG RIONO. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Omnibus Law
Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Makassar-. Skripsi. Dibimbing oleh Muhammad
Nawir, pembimbing I dan Lukman Ismail, pembimbing 1l Program Studi Pendidikan
Sosiolog! Fakultas Keguruan Dan Ihmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Penelitian ini bertujuan uniuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Jenis
penelitian  yang digunakan adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif, yang
menggambarkan secara deskriptit mengenal persepst masyarakat terhadap pencrapan
omntbus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Penentuan informan
melalui Snowball Sampling. Adapun yang menjadi informan yaitu masyarakat
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik keabsahan data yaitu triangulasi
sumber data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kota Makassar
berpandangan terhadap penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja bahwa
omnibus law Undang-Undang cipta kerja mulai dari perencanaan omnibus law
tersebut sangat tertutup dan kelihatan terburu-buru serta masyarakat mengatakan
dengan berlakunya omnibus faw Undang-Undang cipta kerja ini karena akan banyak
merugikan masyarakat dan para pekerja serabutan karena sudah nyata dengan di
berlakunya omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini akan lebih memudahkan
investor asing masuk ke Indonesia sehingga akan menimbulkan pengangguran. Dari
hast] wawancara dongan masyarakat peacliti tidak mencmukan data vang mclandasi
ungkapan yang seperti di katakan oleh masyarakat dalam wawancara. Jadi pandangan
masyarakat terhadap penerapan ommnibus law Undang-Undang cipta kerja masih
bersifat penafsiran masyarakat saja.

Kata kunci: persepsi, pencrapai, oniibus law Undang-Undang cipta kerja.




ABSTRACT

AGUNG RIONO, 2021, Public Perception of the Implementation of the Omnibus
Law of the Job Creation Act in Makassar City. Thesis. Supervised. Muhammad
Nawir, supervisor I and Lukman Ismail, supervisor 11 of the Sociology Education
Study Program, Faculty of Teacher Traming and Education, University of
Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the public's perception of the implementation
of the ommibus law of the job creation law in Makassar City. The type of rescarch
used 1s a qualitative descriptive type of research, which describes descriptively the
public perception of the nmplementation of the omnibus law of the job creation faw in
Makassar City. Determination of informants through Snowball Sampling. The
informants are the people of Tamalate District, Makassar City. Data collection
techniques used are observation, interviews, documentation and data vahlidity
techniques, namely triangulation of data sources.

The results of the study show that the people of Makassar City view the
implementation of the omnibus law of the work copyright law that the omnibus law
of the work copyright law starting from the omnibus law planning 1s very closed and
looks rushed and the community says that with the enactment of the omnibus law the
iob creation law This is because it will cause a lot of harm to the commumty and
casual workers because it is clear that with the enactment of the omuibus law, this job
creation faw will make it easier for foreign investors to enter Indonesia, which will
lead to unemployment. From the results of interviews with the community, the
researchers did not find any data that underlies the expression as said by the
comimunity in the intervicw, So the public's view of the application of the omnibus
law The work copyright law is still only the interpretation of the community.

Keywords: perception, application, omnibus law, Employment copyright law.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makiuk sesial dalam melakukan interaksi timbal balik
antara sesamanya dan makhluk lainnya, fungsi manusia tidak lepas dari hukum
dan peraturan. Hukum merupakan suatu dasar bagi kehidupan manusia sebagai
alat kontrol dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa yang terikat dengan hukum
yang mengatur, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dengan hukum dan
paraturan scbagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan yang
lebth baik, tanpa adanya hukum dan peraturan manusia akan bertindak sewenang-
wenang. Dengan adanya hukum dan peraturan semua manusia akan bertindak
lebih batk dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar (UUD) Repulik Indonesia (RT) Nomor 12 tahun
2011 pasal 1 ayat (1) dan (2) yang mendasari omnibus law Undang-Undang (UU)
cipta kerja dirancang yang berbunyi; 1). Pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undang yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan; 2). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.




Sumber-sumber hukum di Republik Indonesia dapat dibagi dalam 5
bagian yaitu: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
berserta amandemenya. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi
pemerintahan Negara Republik Indonesia pada saat ini. UUD 1945 disahkan
sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Desember
1945. Pada kurun waktu Tahun 1999-2002 UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar yaitu
berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, dan
mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita
serta tyuan negara; 2). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang (Perpu). Merupakan suatu peraturan vang bertindak sebagai
Undang-Undang. Perpu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mendesak dan
memaksa yang harus segera diatasi, karena pembentukan Undang-Undang
memerlukan waktu yang lama. Hak presiden dalam mengatasi kegentingan yang
memaksa tidak ada hubungannya dengan bahaya, dan jangka berlakunya Perpu
terbatas, sebab harus diminta oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
untuk di jadikan Undang-Undang atau di cabut.

Fungsi perpu yaitu: (a). Menyelengarkan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam UUD 1945; (b). Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan
dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945; (c). Pengaturan lebih lanjut dalam
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (d). Pengaturan di bidang

maten konstitusi; 3). Peraturan pemerintab merupakan peraturan perundang-



undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya. Di dalam UU Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan
bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan utama, dari pada Undang-Undang
menurut  hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.
Pemerintah memiliki fungsi pengaturan untuk mengatur seluruh sektor dengan
kebijakan-kebijakan dalam bentuk UU Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan
lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga dan
pertumbuhan negara sesuai yang di inginkan. 4). Penetapan presiden merupakan
hal yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena presiden merupakan
simbo! resmi Negara Indonesia sebagai kepala pemenntahan. Dalam menjalankan
tugas-tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden berserta mentri-mentrinya.
Presiden mempunyai fungsi yang harus dilakukan tidak lepas dari menjalankan
UU dan memiliki wewenang untuk mengatur, serta menjalankan berbagai urusan
publik vang bersifat administratif. Fungsi presiden ini  dilakukan demn
menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan sejahtera; 5).
Peraturan daerah yang dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi tingkat I.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat. II. Peraturan Desa.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan
bersama kepala daerah. Fungsi peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan
untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai dengan UUD RI

1945 dan Undang-Undang Pemerintah Dacrah.



baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas,
perizinan untuk usaha mikro. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak di
pertukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simple. (Detik News, Jumat
9/10/2020).

Pengesahan omnibus law Undang-Undang cipta kerja. harapan
masyarakyat dan kaum buruh, banyak tersedia lapangan kerja bagi masyarakat
dan para pencari kerja serta pengangguran dan mencegah korupsi, memudahkan
usaha mikro membuka usaha baru.

Kenyataan yang terjadi dalam penerapan omnibus law Undang-Undang
cipta kerja, masih banyak masyarakat dan para pencari kerja kesulitan mendapat
perkerjaan serta masih banyak korupsi yang terjadi, usaha mikro masih banyak
diabaikan oleh pemerintah. Penerapan ommibus law Undang-Undang cipta kerja
justru lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kaum buruh. dari uraian
harapan dan kenyataan penulis tertari untuk penelitian ini di lakukan.

Ada sebagian negara di dunia ini sudah menjalankan dan menerapakan
omnibus law, salah satunya Amerika. Peraturan di Amerika di namakan peraturan
payung yang merupakan salah satu peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan
transportation Equity Act for the 21st century (I'EA-21)° adalah Undang-Undang
pengganti dari Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA).

Praktek omnibus law di Indonesia bisa di lihat dalam Perpu Nomor 1
Tahun 2017 tentanga akses informasi keuangan untuk kepentinggan perpajakan
Nomor 9 Tahun 2017. Dalam upaya untuk melaksanakan UU ommibus law

mengundang banyak perdebatan dan pertimbangan di berbagai pihak maupun dari




kalangan (DPRD); masyarakat maupun kaum buruh yang mengatakan bahwa
Undang-Undang omnibus low sangat merugikan masyarat dan kaum buruh,

D1 Kota Makassar seluruh masyarakat dan kaum buruh sangat menolak
adanya UU cipta kerja karena UU tersebut memudahkan tenaga kerja asing masuk
ke Indonesia. Undang-Undang tersebut malah mempengaruhi penghasilan
pekerja. Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar hak norma
bagi seluruh kelompok buruh. Jaminan sosial perkerja yang sangat tidak jelas dan
sangat berdampak pada hilangnya kepastian perkerjaan, penghasilan, hingga
jaminan sostal. Perusahaan biasa sewenang-wenang memutuskan hubungan
dengan pekerja, khususnya ketika jasa tenaga kerja tidak di butuhkan lagi.

Penolakan UU cipta kenja atau omnibus law terus terjadi di Kota
Makassar pada Rabu (07/10/2020) dari siang hingga malam hari. Para demonstran
terdiri dari ratusan mahasiswa dan buruh. Aksi ini membuat beberapa ruas jalan
protokol yang dijadikan lokasi aksi macet. Sebanyak 1.694 personal gabunggan
dan polres tabes Makassar, polda Sulawesi Selatan, hingga TNI dikerahkan untuk
mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU cipta kerja dari para mahasiswa dan
buruh di Kota Makassar.

Penulis memihh lokasi penelitian ini di Kota Makassar karena ingin
mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Kota Makassar terhadap penerapan
omnibus law UU cipta kerja, karena di Kota Makassar termasuk salah satu daerah
vang memiliki persepsi berbeda dalam merespon penerapan omnibus law UU

cipta kerja baik dari kalangan buruh, mahasiswa maupun pemilik perusahaan.



Sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dengan mendapatkan
persepsi dan berbagai sumber infoman yang ada di Makassar ini.

Dari uraian di atas alasan penulis memilih judul Persepsi Masyarakat
Terhadap Penerapan omnibus law Undang-Undang cipta Kerja di Kota Makassar.
Karena mgin mengetahui apakah persepsi masyarakat dan akademisi yang ada di
Kota Makassar terhadap penerapan ommnibus law Undang-Undang cipta kerja,
apakah setuju atau tidak setuju terhadap Undang-Undang omibus law. Sehingga
penulis tertank untuk melakukan penelitian ini di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada
pokok penelitian im adalah:
1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus luw Undang-

Undang cipta kerja di Kota Makassar?

2. Bagaimana dampak penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja
terhadap masyarakat di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan ini adalah:

1. Untuk mengetahwi persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus law

Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

2. Untuk mengidentifikasi dampak penerapan omnibus law Undang-Undang

cipta kerja terhadap masyarakat di Kota Makassar.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat
menjelaskan permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap penerapan
omnibus law Undang-Undang cipta kerja dengan menggunakan persepsi yang ada
khususnya polapikir, serta dapat digunakan dalam menambah literature ilmu
sosial sebagai dimensi yang berkaitan dengan studi tentang omnibus law Undang-
Undang cipta kerja serta perubahan pada masyarakat di Kota Makassar. Sehingga
memberikan sumbangsi pada kajian ilmu sosiologi seperti sosiologi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kaum buruh peneclitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsi
pemikiran dalam berkerja.

b. Bagi masyarakat pencari kerja penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan
dalam mencan kernja.

c. Bagi pemerintah penelitian ini bermanfaat sebagai alat krittk untuk
membuat Undang-Undang yang lebih baik.

d. Bagi lembaga terkait penelitian ini sebagai sumbangsi pemikiran untuk di
terapkan dalam lembaga politik di Indonesia

e. Bagi peneliti penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk
melakukan penelitian baru di masa akan datang terkait dengan Undang-

Undang ommnibus law.




E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini dan untuk
memberikan penjelasan terhadap judul tersebut, maka penulis perlu memberikan
batasan defenisi dari setiap kata pada judul. Persepsi Masyarakat Terhadap
Penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar. Scbagai
berikut:

1. Persepsi adalah pandangan manusia untuk menggungkapkan suatu
kejadian yang di alamt dan dapat menyimpulkan infomasi dan menafsirkan
sebuah fenomena/ kejadian.

2. Omnibus law adalah suatu rancangan Undang-Undang yang berfungsi
memangkas dan mencabut Undang-Undang lainnya.

3. Rancangan Undang-Undang cipta kerja adalah upaya menyediakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran
serta dapat memben peluang berusaha untuk UMKM dan mempermudah
penyederhanaan perizinan tanah.

Berdasarkan arti kata yang telah penulis uraikan di atas, maka defenist
operasional judul skripsi ini adalah suatu pendapat atau tanggapan seseorang
tentang kinerja pemerintah dalam penerapan omnibus law Undang-Undang cipta
kerja di Indonesia.

Secara umum melalui rumusan judul tersebut diatas, penulis bermaksud inggin
mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus law Undang-

Undang cipta kerja di Kota Makassar.




BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep
1. Konsep tentang Persepsi
a. Pengertian persepsi

Secara etimonologi, persepsi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa
latin percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Sedangkan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan)
langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal
melalui panca indranya.

Menurut Sugihartono, dkk, (2007:8), bahwa persepsi adalah kemampuan
otak untuk mengartikan stimulus yang masuk ke dalam indera manusia. Persepsi
manusia terdapat perbedaan suatu sudut pandang dalam pengindraan manusia
masing-masing. Ada yang mempersepsikan suatu yang positif dan ada yang
mempersepsikan suatu yang negatif. Maka akan mempengaruhi tindakan manusia
yang nampak atau yang nyata

Menurut Walgito, (2004:70), bahwa persepsi adalah suatu proses
pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diterima oleh
organisme atau individu sehingga menjadi sesuatau yang berarti dan merupakan
aktivitas yang integrated dalam diri individu.

Dari pendapat para ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa

persepsi adalah pandangan manusia untuk menggungkapkan suatu kejadian yang

10
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dialami dan dapat menyimpulkan infomasi dan menafsirkan sebuah

fenomena/kejadian.

b. Syarat-syarat terjadinya persepsi menurut Sunaryo, (2004:98), yaitu:

1) Adanya objek yang dipersepsi.

2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalam mengadakan persepsi.

3) Adanya panca indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.

4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan sitimulus ke otak, yang kemudian
sebagai alat untuk mengadakan respon.

¢. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Toha, (2003:154), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi sescorang ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai
berikut:

1) Faktor internal: sikap kepribadian individu dan perasaan, prasangka,
keinginan atau harapan, perhataian (fokus), proses belajar, keadaan fisik,
gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

2) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh,
pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,
pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau tidak asing suatu objek.

Dar uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa syarat terjadinya
persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: persepsi dapat terjadi

apabila ada sebuah ojek yang menjadi sebuah perhatian atau fokus yang dapat di
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indrai dan situmulus berjalan dengan baik ke otak, ada dua faktor yang
mempengaruhi persepsi yaitu: faktor internal dan eksternal,

Menurut Toha, (2003:145), ada beberapa tahap proses pembentukan
persepsi yaitu:
1) Stimulus atau rangsangan

Tenjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu
stimulus/rangsangan yang hadir lingkungan.
2) Regisrtasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik
yang berupa pengindraan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indra
yang di milikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang
terkirim, kemudian mendafiar semua informasi yang terkirim tersebut.
3} Interprestasi

Interprestasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat
penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang di terimanya. Proses
interprestasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian
seseorang.
2. Konsep Mengenai Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat
Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society yang berasal dari kata

latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab
syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah

sekumpulan manusia atau kelompok yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah
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masyarakat adalah suatu individu atau kelompok saling berintraksi dalam satu
kesatuan manusia. Defenisi lain, masyarakat adalah satuan hidup manusia yang
berintraksi satu sama lain menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat
kontinyu, yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama, (Koentjaraningrat,
2009:115-118).

Semua masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dapat di
artikan sebagai hidup dalam suatu tatanan pergaulan, dalam keadaan ini akan
tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver and Page (Dalam
Soekanto, 2006:22).

Menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup
bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan setiap kelompok
manusia yang telah hidup dan berkerja sama cukup lama sehingga mereka dapat
mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas vang
dirumuskan dengan jelas, (Linton, 2013:22).

Sedangkan defenisi masyarakat menurut Hasan Shaldily adalah golongan
besar atau kecil dari beberapa manusia, yang mempunyai ikatan secara golongan
dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpukan bahwa
masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu dan kelompok yang hidup
saling berdampingan dan terikat dengan adat istiadat serta memiliki tujuan yang

sama.
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b. Unsur-Unsur Masyarakat

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa
unsur-unsur yang mencakup yaitu:

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.

Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak atau angka pasti untuk
menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoretis
angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama.

Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda-benda mati
sepertt kursi, meja dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka
akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah
sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan
antara manusia dalam kelompok tersebut.

3) Mereka sadar bahawa mereka merupakan satu kesatuan.
4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap
anggota kelompok merasa dirinya tenkat satu dengan yang lain, (Soekanto,
2012:22).

Dan wuraian di atas tentang unsur-unsur masyarakat penulis
menyimputkan bahwa bisa dikatakan sebuah unsur-unsur masyarakat apabila
masyarakat menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat

hidup tanpa orang lain, dan bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka
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Pakar hukum tata negara Fachri Bachmid berpendapat bahwa omnibus
law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir
sebagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap
sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.

Konsep omnibus law ini lebih akrab digunakan oleh negara-negara yang
menggunakan sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Beberapa negara seperti
Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan
omnibus law atau onmibus Bill dalam perundang-undangannya. Di Asia Tenggara
omnibus law pertama kali di peraktekan oleh Negara Vietnam pada waktu itu
hendak mengadopsi hasil aksesi dengan WTO pada Tahun 2006. Untuk
mengimplementasikan hal tersebut perdana mentri memerintahkan kementrian
hukum setempat melakukan penelitian terkait kemungkinan penecrapan
pendekatan omnibus law di Vietnam.

Secara filosofis konsep omnibus law ini dikaitkan pada pasat 22A UUD
NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang™.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-perundangan tidak di jelaskan secara eksplisit mengenai tata
cara pembentukan Undang-Undang dengan konsep ommnibus law. Ini dikarenakan
omnibus law dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum Civi/ law
masih sangat jarang sekali menggunakan konsep omnimbus law dalam proses
pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah

menggunakanya. Pada dasarnya ommibus law merupakan sebuah konsep yang
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Penulis dapat menyimpulkan fungsi omnibus law adalah penyederhanaan dan
penyelarasan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan perkerja
secara berkelanjutan.

e. Kedudukan Omnibus Law

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus di
perhatikan juga asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga dan materi muatan
yang tepat, asas dapat di kenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas
kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia. Jika melihat sistem
perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang konsep ommibus law bisa
mengarah sebagar Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh
dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi Indonesia
tidak menganut Undang-Undang payung karena seluruh posisi Undang-Undang
adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan kedudukan
harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun jika tidak memungkinkan untuk melakuakan perubahan Undang-
Undang Nomor. 12 Tahun 2011 maka hanya melihat isi dalam ommibus law saja.
Apakah bersifat umum atau detail seperti Undang-Undang biasa. Jika bersifat
umum maka tidak semua ketentuan yang di cabut melainkannya yang
bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjach soal jika di
benturkan dengan asas lex spesialis derogate legigeneralis (aturan yang khusus

mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya omnibus law, maka
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secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari
konsep ommnibus law).

Sehingga jika omnibus law di terapkan didalam sistem perundang-
undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk Undang-Undang karena subtansi
Undang-Undang merupakan aturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NKRI 1945.
karena keadaan memaksa sebagai persyaratan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tidak bisa menjadi dasar legistimasi materi omnibus law.

Penulis memberikan kesimpulan tentang kedudukan konsep ommibus
law di Indonesia belum di atur. Jika melihat sistem perundang-undangan di
Indonesia, konsep omnibus law bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung
karena mengatur secara menyeluruh kemudian mempunyai kekuatan terhadap
aturan yang lain. Tetapi Indonesia tidak menganut Undang-Undang payung
karena seluruh posisi Undang-Undang adalah sama, sehingga secara teori
peraturan perundang-undangan harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang
Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

w Dari uraian mengenai kedudukan omnibus law penulis dapat
menyimpulkan omnibus law adalah suatu rancangan Undang-Undang yang
berfungsi memangkas dan mencabut Undang-Undang lainnya.
4. Undang-Undang Cipta Kerja
a. Pengertian Undang-Undang cipta kerja.
Undang-Undang cipta kerja adalah upaya menyediakan lapangan kerja

sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran serta dapat

-
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memberi peluang berusaha untuk usaha mikro dan usaha mikro kecil menengah
{(UMKM) dan mempermudah penyederhanaan perizinan tanah.
b. Tujuan Undang-Undang cipta kerja.

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja adalah dalam memenuhi setiap hak warga negara atas
perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang cipta
kerja ini diharapkan mampu menggambil tenaga kerja Indonesia sebanyak-
banyaknya di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi
ekonomi.

¢. Manfaat Undang-Undang cipta kerja.

Menurut pemenntah manfaat Undang-Undang cipta kena yaitu:

1) Untuk pendinian koperasi, menetapkan minimal jumlah pendirian hanya
oleh sembilan orang,

2) Untuk UMKM adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan
melalui OSS.

3) Mempercepat sertifikasi halal,

4) Lahan masyarakat di kawasan konservasi.

5) Penyederhanaan 1zin untuk nelayan.

6) Mempercepat pembanggunan untuk MBR.

7) Mengatur pesanggon dan perlindungan pegawai yang kena PHEK.

8) Insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

9) Kebijakan satu peta.

d. Ada 11 klaster yang terdapat dalam Udang-Undang cipta kerja yaitu:
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1) Penyederhanaan perizinan tanah
2) Persyratan investasi
3) Ketenagakerjaan
4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
5) Kemudahan berusaha
6) Dukungan riset dan inovast
7) Administrasi pemerintah
8) Pengenaan sanksi
9) Pengendalian lahan
10) Kemudahan proyek pemerintah
11) Kawasan ekonomi khusus (KEK)
5. Landasan Teori
Teori aksi merupakan salah satu teori yang berasal dari pradigma defenisi
sosial. Teori aksi adalah prilaku yang dilakukan oleh individu dengan
pertimbangan interpretatif atas situasi interaksi dan hubungan sosial dikaitkan
dengan preferensi nilai kepada sesuatu keperayaan, kesepakatan dan kebiasaan
yang di miliki individu maupun kelompok. Teon aks: merupakan pandangan darn
ilmu sosiologi vang menekankan individu sebagai subjek. Salah satu tokoh
sosisologi yaitu Talcot Parsons berpendapat bahwa aksi itu bukanlah perilaku atau
behavior. Aksi adalah tanggapan atau respon mekanis terhadap suatu stimulus,
mental yang aktif dan kreatif. Talcot Parsons juga mengatakan bahwa yang utama
bukaniah tindakan individu, namun norma-norma dan nilai-nilai sosial yang

menentukan dan mengatur prilaki. Kondisi objektif di satukan kotmitmen kolektif




27

terhadap suatu nilai akan mengembangakan suatu bentuk tindakan sosial tertentu.
(Parsons, 1979). Sedangkan Hinkle mengungkapkan anggapan dasar teori aksi,

yaitu:

a. Tindakan manusia di dorong oleh kesadaran diri sendiri dan pengaruh dari
luar dirinya.
b. Tindakan manusia itu bertujuan.
¢. Tindakan manusia itu menggunakan cara, prosedur, teknik dan alat.
d. Tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tidak di ubah dengan
sendirinya.
e. Tindakan manusia berdimensi tiga, yaitu yang menyangkut masalalu,
sekarang, dan masa yang akan datang.
f. Tindakan manusia dalam pengambilan keputusan di bimbing oleh norma-
norma.
g. Penelitian tentang antar hubungan sosial memggungkapkan verstehen
(pemahaman) dan imajinasi.
6. Penelitian yang Relevan
Penelitian relevan adalah penelitian yang biasa digunakan untuk mencari
pesamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang
sedang dibuat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan penelitian
yang lain. Adapun perbedaan dan persamaan dari penelifian yang sedang saya
lakukan dengan penelitian relevan sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2020), yang berjudul “Penerapan

Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”. Hasil penelitian tersebut
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diajukkan bahwa omnibus law adalah konsep hukum untuk penyederhanaan
regulasi dan memangkas serta mencabut Undang-Undang lainnya. Namun
permasalahan regulasi adalah salah sa tu masalah yang komplit, oleh sebab itu
sebelum konsep omnibus law di terapkan dalam bentuk regulasi terlebih dahulu
perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, (2020), yang berjudul
“Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di
Indonesia”. Hasil penclitian tersebut diajukkan bahwa dengan adanya penyusunan
omnibus law Undang-Undang cipta kerja, Undang-Undang ini akan mengalami
perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ketentuan yang terdapat
pada beberapa aturan pada tingkatan yang berbeda kedalam suatu peraturan
perundang-undangan, schingga akan menghasilkan sesvatu peraturan yang khusus
yang tekait perizinan berusaha yang akan menyelesaikan panjangnya rantai
birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih.

Penelitian vyang dilakukan oleh Anggono, (2020), yang berjudul
“Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi
Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil
penelitian tersebut diajukkan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak bisa
diselesaikan dengan teknik omnibus law melainkan pemerintah perlu mengadopsi
kebijakan yang memastikan proses perbaikan sistem peraturan perundang-
undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan salah satunya membentuk
lembaga khusus yang menyatukan berbagai fungsi dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan.
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Berikut tabel 2.1 pesamaan dan perbedaan dari uraian penelitian relevan

dengan i adalah:
| NO | Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Terdahulu
1. [Penelitian yang di [Pesamaan dari penelitian Perbedaan dari

lakukan oleh terdahulu dan penelitian yang  penelitian saya dan
Putra, (2020), saya lakukan itu memiliki penelitian terdahulu
yang berjudul fokus yang sama vaitu pada adalah penelitian saya
“Penerapan penerapan omnibus law. iebih berfokus pada
Omnibus Law Persepsi Masyarakat
Dalam Upaya 'Terhadap Penerapan
Reformasi Omnibus Law Undang-
Regulasi”. Undang Cipta Kerja.

Sedangian peneiitian
terdahulu berfokus pada
Penerapan Omnibus

[ aw Dalam Upaya
Reformasi Regulasi.

T neamenmd Aas seonl iy,
1 \.«illpal. Uldhkl YAl
Eelaksanaan penelitian

erbeda.

2. |Penelitian yang  Kesamaan dari penelitian E:rbedaan dari
dilakukan oleh  terdahulu dan penelitian saya nelitian saya dan
Ll\./[a),fasari, (20200, waity memiliki fokug ommibue  wenelitian terdahuly
yang berjudul faw. dalah penelitian saya
“Kebijakan lebih berfokus pada
Reformasi Persepsi Masyarakat
Regulasi Melalui Terhadap Penerapan
Implementasi Omnibus Law Undang-
Omnibus Law Di Undang Cipta Kerja.
Indonesia”™. Sedangkan penelitian

terdahulu berfokus pada
Kebijakan Reformasi
Regulasi Melaui
Implementasi Omnibus
{.aw Di Indonesia.
'Tempat dan waktu
pelaksanaan penelitian
berbeda.

3. [Penelitianyang  [Kesamaan dari penelitian Perbedaan dari
dilakukan oleh kerdahulu dan penelitian yang  penelitian saya dan
Anggono, (2020), saya lakukan itu memiliki penelitian terdahulu

ang berjudul fokus yang sama yaitu pada adalah penelitian saya
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‘Omnibus Law  pmnibus law. ebih berfokus pada
ebagai Teknik ersepsi Masyarakat
embentukan erhadap Penerapan
ndang-Undang Imnibus Law Undang-
eluang Adopsi Indang Clinta Keria

Dan edangkan penelitian

Tantangannya erdahulu berfokus pada

Dalam Sistem mnibus Law Sebagai

Perundang- eknik Pembentukan

Undangan di ndang-Undang

Indonesia”. eluang Adopsi Dan

antangannya Dalam
1stem Perundang-
ndangan Di Indonesia.
empat dan waktu

laksanaan penelitian
erbeda.

B. Kerangka Pikir

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup tanpa orang
lain. Sebagai akibat dari hubungan tersebut individu-individu (manusia) kemudian
lahirlah kelompok-kelompok sosial yang di landasi oleh kesamaan-kesamaan
kepentingan dan diikat dalam sebuah aturan baik aturan yang tertulis maupun
vang tidak tertulis, adapun aturan yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar
sedangkan aturan yang tidak tertulis yaitu hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari suatu permasalahan di atur
dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia. Sering kita jumpai dalam
kehidupan masyarakat terdapat perpedaan persepsi terhadap sebuah aturan
ataupun Undang-Undang dasar sebagai landasan hukum.

Seperti yang terjadi baru-baru ini tentang disahkannya Omnibus law cipta

kerja, terdapat berbagai masalah salah satunya perbedaan persepsi didalam
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masyarakat terhadap penerapan Omnibus law. apakah dengan adanya Omnibus
law kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya menjadi
buruk dan apakah dapat menjadi solusi dalam suatu masalah di dalam masyarakat
maupun negara atau akan menambah sebuah masalah.

Dengan adanya omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini apakah
mengutungkan kaum buruh atau merugikan kaum burvh atau lebih

menguntungkan kepada pengusaha.




Bagan Kerangka Pikir

Omnibus law Undang-Undang cipta ketja
di Makassar

Persepsi Masyarakat
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Penerapan omnibus law

Dampak Penerapan Omnibus law Undang-
Undang Cipta Kerja

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Pendekatan ini
digunakan dengan asumsi sebagai langkah atau upaya terbaik untuk mendeskripsikan
penelitian secara detail. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian kualitatif
adalah suatu penclitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual
maupun kelompok. Data yang dihimpun dengan saksama, mencakup deskripsi dalam
konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil
analisis dokumen.

Menurut Moleong, (2005:6), bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu
riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.
Misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan. Secara holistik, deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dapat
melukiskan dan mengungkapkan suaty gagasan dalam suatu fenomena yang di alami.
Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu Jenis penelitian kualitatif yang di

aplikasikan untuk mengunggkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu

33




34

konsep atau fenomena yang secasra sadar dan individual di alami oleh sekelompok
individu dalam hidupnya.

Menurut Alase, (2017), bahwa fenomenologi adalah sebuah metode
kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan

subjektifitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelittan ini dilakukan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan
penelitian ini dilakukan kurang Iebih 2 bulan lamanya, di mulai dari bulan April

sampai dengan bulan Juli 2021,

C. Fokus Penelitian
Berdasarkan penelitian ini, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian
peneliti dalam penelitian ini ada beberapa hal, yaitu:
1. Persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja
di Kota Makassar.
2. Dampak penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja terhadap masyarakat
di Kota Makassar.
Fokus penelitian menurut Spradley (dalam Sugiyono, (2013:286),
menyatakan bahwa fokus merupakan suvatu dominan tunggal atau ada beberapa
dominan yang terkait dari situasi sosial. Dengan demikian penentuan fokus penelitian

dalam karya ilmiah didasarkan pada tingkat informasi yang di peroleh dari lapangan.
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Menurut Spradley dalam Prastowo, (2014:137), berpendapat bahwa ada 4
alternative untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: (1). Menetapkan
fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan; (2). Menetapkan fokus
berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; (3). Menetapkan fokus yang
memiliki mlat temuan untuk mengembangkan iptek; (4). Menetapkan fokus

berdasarkan permasatahan yang terkait dengan teori-teoni yang ada.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong, (2015:163), bahwa Informan penelitian adalah seseorang
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang
penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang
akan diteliti.

Menurut Andi, (2010:147), bahwa informan adalah orang yang dapat
menguasai dan memahami data, informasi, dan fakta dari suatu objek yang akan
difeliti.

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah
seseorang yang dapat memberikan informasi dan dapat menguasai, memahami data
dan informasi dan suatu permasalahan yang akan diteliti.

Informan penelitian merupakan seseorang vang memberikan informasi.
Adapu teknik yang digunakan adalah Snowball Sampling, yaitu teknik pengambilan
sample ini diminta teman-temannya untuk dijadikan informan (Sugiyono, 2013:125).

Begitu seterusnya sehingga sampel lebih banyak. Ibarat bola salju yang
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mengelinding, semakin lama semakin banyak. Penelitian ini dikatakan juga sebagai
penelitian berantai bertujuan untuk memperoleh informasi dari informasi pertama
yang telah di tentukan kemudian dari informan tersebut melangkah keinforman
selanjutnya, artinya informan dipilih secara luas berdasarkan tujuan penelitian ini
adalah sample responden yang dipilih ahli exper.

Adapun klasifikasi jenis informan dalam penelitian ini adalah:
1. Informan key adalah para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan
penjetasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian (omnibus law Undang-
Undang cipta kerja) dan tidak dibatasi dengan wilayah timpat tinggal, informan yang
akan diwawancarai berjumlah empat orang seperti, akademisi satu orang, budayawan
satu orang, imam mesjid satu orang dan ketua RT safu orang.
2. Informan ahli adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di
teliti informan yang akan di wawancarai berjumlah empat orang, masyarakat dua
orang, mahasiswa safu orang, dan kaum buruh satu orang.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun
tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti informan yang akan di

wawancarai berjumlah dua, seperti pengusaha satu orang dan wirausaha satu orang.

E. Jenis dan Sumber Data
Menurut Sugiyono, (2015), jenis data yang di gunakan dalam penelitian

terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan sekunder.



37

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2016:225), data primer merupakan sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer di dapatkan
melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan obsevasi atau pengamatan
langsung di lapangan.
2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2016:156), data sekunder adalah data yang di peroich
dart perantara instansi-instansi pemerintah yang terkaitdengan penelitian ini ataun
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data vyang
biasanya melewati perantara orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku,
artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan berupa foto sebagai bukti

penelitian benar ditakukan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, (2014:92), menyatakan bahwa instrumen penelitian
adalah suatu alat yang di jadikan sebagai pengumpul data yang di gunakan sebagai
tolak ukur fenomena alam maupun sosial yang di amati. Dengan demikian
penggunaan instrumen penelitian yaitu ontuk mencari data dan informasi yang
lengkap pada suatu masalah, Fenomena alam maupun sosial, karena peneliti sendiri
yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, mengamati, meminta
dan menulis. Penehiti dapat meminta bantuan orang lain dalam menggumpulkan data,

disebut pewawancara. Dalam hal ini pewawancara sendiri yang mengumpulkan data
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dengan cara bertanya, mendengar, mengamati, meminta dan menulis. Berbeda dengan

penelitan  kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif alat yang digunakan dalam

pengumpulan sebuah data, biasanya di pakai untuk menyebut kosioner.

Pada penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrument utama (human
instrumen). Hal ini di dasarkan karena manusia yang memiliki sifat dinamis dan
kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan menyimpulkan secara
objektif.

Untuk memperoleh hasil yang baik dan valid serta memudahkan peneliti
maka perlu menggunakan alat bantu berupa:

1. Pedoman wawancara (daftar pertanyaan) berfungsi untuk membantu mengetahui
apa yang harus di tanyakan, dalam urutan seperti apa, bagaimana mengajukan
pertanyaan dan bagaimana mengajukan tindak lanjut.

2. Buku, pensil/pulpen berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dari informan agar
lebih memudahkan peneliti mengumpuikan hasi! wawancara.

3. Hendphone berfungsi untuk merekam suara dan mengambil gambar scbagai
dokumentasi.

4. Pedoman observasi berfungsi untuk menghasilkan data hasil observasi yang
lengkap, detail, sistematis dan menyeluruh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menggumpuikan data dalam

penelitian ini yaitu: menggunakan metode wawancara atau interview, observasi atau

pengamatan dan dokumentasi.
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1. Observasi

Menurut Sugiyono, (2010:203), bahwa teknik penggumpulan data dengan
cara observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan
metode obsevasi secara langsung di Kota Makassar, dalam penelitian i
menggunakan alat bantu berupa alat tulis dan kamera.
2. Wawancara

Menurut Moleong, (2005:186), bahwa wawancara adalah interaksi dengan
maksud tertentu. Interaksi itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interview) yang membertkan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2010:329), bahwa dokumen adalah suatu catatan
peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk sebuah tulisan, gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini di lakukan dengan cara
menggumpulkan sebuah dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran vyang
berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Adapun alat bantu yang digunakan
pada dokumentasi adalah kamera.
H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2010:335), bahwa teknik analisis data adalah proses
pengumpulan data, dan menyusun secara sistematika data yang di peroleh dari hasil

wawancara, data yang di peroleh dari lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
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mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarakan kedalam kelompok-
kelompok, melakukan sistensis, menyusun kedalam suatu pola yang mana baik untuk
di pelajarai. Dan membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri
maupﬁn orang lain.

Teknik analisi data yang di gunakan adalah data yang telah dikumpuikan
oleh peneliti dengan mengacu pada aturan atau metode penelitian yang digunakan,

seperti berikut:

Tennoldie Tin | \ A doenbhonns Ramilang nlan
i A U i 1

=
Tema-tema Data <:] Kategori Data <: Organisasi Data

I
~ b
Tahap kejenuhan Data l|:> Demonstrasi tingkat kepercayaan dan
Keabsahan data
|
~ >

Laporan I<:|: Hasil Reduksi Data

L. Teknik Keabsahan Data
Menurut Moleong, (2010:330), bahwa triangulasi adalah salah satu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dapat sebagai

pengecekan suatu data dan sebagai perbandingan terhadap data itu.
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1. Trnangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber
yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Dalam hal ini peneliti
melakukan wawancara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan
omnibus law Undang-Undang cipta kerja.
2. Triangulasi Waktu

Maksud dari tringulasi waktu adalah dapat dilakukan dengan melakukan
pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik
yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.
3. Triangulasi Teon

Maksud dari triangulasi ini adalah hasil atau kesimpulan dari penelitian
kualitatif berbentuk informasi. Berikutnya informasi tesebut akan di komparasi

dengan sudut pandang teori lain yang relevan untuk memperkecil dar penelitian.




BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

{ A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Awal Kota Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan
niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis
memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang
di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah
kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari
kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan
sekitarnya.

Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo,
mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandamya dipindahkan ke
muara sungal Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kckuasaan. Kawasan
istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan
benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota
Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa X VI, didirikan Benteng Rotterdam,
pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal,
regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan sik oleh
kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun
selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa

pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat
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ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur
Asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar
Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan
penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil
pertaman dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan
kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agrans, maka Makassar
menguasai kawasan pertanian vang relatif luas dan berusaha pula untuk
membujuk para saudagar di kerajaan sekitarmya agar pindah ke Makassar,
sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru

Makassar.

Gambar 4.1 Pada saat Makassar menjadi Kota Niaga

Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu Kota Niaga
terkemuka duma yang dihum lebith 100.000 orang (Kota terbesar ke 20 dunia).
Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk Kota Kosmopolitan
dan multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan bandar
Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-

perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan
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diadakan sholat Jum’at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah
yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar sejak Tahun 2000,
yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap

tahunnya.

Dijalankan kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dan
Ternate, Buton dan Maiuku memeriukan tiga tahun operasi miiiter di seiuruh
kawasan Indonesia Timur. Baru pada Tahun 1669, akhirnya dapat merata-
tanahkan Kota Makassar dan benteng terbesarmnya, Somba Opu. Bagi Sulawesi
Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik
yang berarti bahwa Bandar Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC,
dan beberapa pasal peranjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan

pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya.

Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas
saudagar hijrah ke pelabuhan-peiabuban iain. Pada beberapa dekade pertama
setelah pemusnahan Kota dan bandar Makassar, penduduk yang tersisa
membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung
Pandang, benteng pertahanan pinggir utara Kota lama itu pada Tahun 1673 ditata
ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemernintahan diberi nama baru
Fort Rotterdam, dan ‘kota baru” yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu
dinamakan ‘Vlaardingen’. Pemukiman itu jauh lebih kecil daripada Kota Raya
Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama seusai perang, selurub
kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu

meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya berupa budak.
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Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah Kota yang terlupakan, maupun
para pemjajah kolonial pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah
Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri dari lusinan kerajaan
kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus
mempertahankan dini terhadap serangan militer yang dilakukan kerajaan-kerajaan
itu. Maka, ‘Kota Kompeni’ itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jatur
utara perdagangan rempahrempah tanpa hinterland bentuknya pun bukan ‘bentuk

Kota’, tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai.

Gambar 4.3 Benteng Roterdam

Antara Tahun 1930 sampai Tahun i961 jumiah penduduk meningkat dari kurang
lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 jiwa. lebih dari pada setengahnya
pendatang baru dan wilayah luar Kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian
nama Kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan “Jumpandang” yang
selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman
pada Tahun 1971. Baru pada Tahun 1999 Kota ini berubaha namanya kembali

menjadi Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar. Dan
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sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, luas wilayah Kota
Makassar bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut setara dengan 10.000 Ha,

sehingga seluruh daratan dan lautan seluas + 27 577Ha.
B. Letak Geografi

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di
bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak
antara 119°24°17°38” Bujur Timur dan 5°8°6°19” Lintang Selatan vang berbatasan
sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros,
sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota
Makassar memilik: topogra dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan
lahan 3-15° (bergelombang). L.uas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km
persegi. Kota Makassar memiliki kondisi ikhim sedang hingga tropis memiliki

suhu udara rata-rata berkisar antara 26 °C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang
membentang  sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai
“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo,
Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam.
Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian
antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota

Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat

turyn huyjan bersamaan dengan nalknya air pasang.



48

KOTA MAKASSAR

Gambar 4.4 Wilayah Kota Makassar

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 Kecamatan dengan
153 kelurahan. Di antara 15 Kecamatan tersebut, ada tujuh Kecamatan yang
berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,
Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adaiah:
1) Batas Utara: Kabupaten Maros; 2) Batas Timur: Kabupaten Maros; 3) Batas
Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar; 4) Batas Barat: Selat

Makassar.



49

Secara umum topogra Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua

bagian yaitu :
a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.

b. Bagian Timur dengan keadaan topogra berbukit seperti di Kelurahan Antang

Kecamatan Panakukang

Perkembangan Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur
Kota. Hal mm terlthat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan

Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.

C. Kondisi Demografi Berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memiliki beragam
pekerjaan namun di lihat dari segi kualitasnya masih banyak yang memiliki
perkerjaan yang tidak tetap, masyarakat yang memiliki perkerjaan tidak tetap
mempunyai beban ekonomi yang cukup berat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Kecamatan Tamalate
adalah sebagai pekerja buruh. Ada juga vang berkerja sebagai pedagang, nelayan,
petani serta berkerja sebagai pegawai negen sipil.

Tabel 4.1 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian di

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

NO Pekerjaan Jumiah Persentase
(%)
1 Pegawai negen sipil (PNS) 37,323 10,57
80,550
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2 | Buruh 60,32
55,760

3 Pedagang 20,53
6,500

4 Petani 430
6,500

5 | Nelayan 4,30

Jumlzah 100

Sumber Kantor Camatan Tamalate Tahun 2021

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2021
berjumlah 1.487.256 jiwa, khususnya di Kecamatan Tamalate jumlah
penduduknya 186.633 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin dan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 klarifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

| NO Jenis kelamin Jumlah jiwa
1 Laki-laki 93.434 jiwa
2 | Perempuan 93.199 jiwa
Total 186.633 jiwa

Sumber Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Tamalate
memiliki jumlah penduduk sebesar 186.633 jiwa dengan perician yaitu 93.434

jiwa penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki, dan 93.199 jiwa penduduk yang

berjenis kelamin perempuan.
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D. Tingkat Pendidikan

Pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah jumlah TK di Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar ada 27 sekolah dengan 1.056 orang murid dan 161 orang guru.
Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 44 sekolah
dengan 13.594 orang murid dan 588 orang guru. Untuk tingkat SMP terdapat 14
sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 11. Di kecamatan Tamalate
terdapat beberapa kampus antara lain Universitas Indonesia timur (UIT) YANG
terletak di Kelurahan Balang Baru dan Universitas Negeri Makassar (UNM) yang
terletak di Kelurahan Parang Tambung namun kantor pusatnya terletak di
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini.

Tabel 4.3 jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Tamaiate, Kota

Makassar tahun ajaran 2020/2021.

Desa/Kelurahag TK SD SD SMP SMP SMA SMA
Negen | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta

Rarambong 4 6 - 1 2 1 -

Tanjung 2 4 1 - 1 - 1

Merdeka

Maccini 2 2 3 - 1 - -

Sombala

Balang Baru 0 5 3 - 3 - 3

Jongaya 2 4 2 - 2 - 1

Bungaya 4 2 2 1 1 2 1
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Pa’baeng- 6 4 - - - - 1
baeng

Manuruki 2 2 - - - 1 -
Parang 3 2 - 2 - - -
Tambung

Mangasa 6 4 - 1 - - -
Bontodun 6 - - - - - -
Jumlah 37 35 11 5 10 4 7

Sumber: UPTD Dinas Pendidikan Kecamat Tamalate Tahun 2021.

Hal 1m tidak teriepas dari situasi masyarakat yang memiiiki pendidikan.
Yang mana jenjang pendidikan dari masyarakat tersebut sudah tergolong tinggi.
Im disebabkan karena sudah banyak sarana dan prasarana pendidikan sehingga

tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

E. Kondisi Sesial Budaya, Ekonemi, dan Agama
1. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar merupakan masyarakat
yang memiliki budaya dan adat istiadat kental. Dan memiliki masyarakat yang
heterogen, serta memiliki empat etnis besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan
Toraja, masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap
diri mereka sebagai kelompok “elit” karena memiliki strata sosial tinggi di
bandingkan yang lain. Namun stratifikasi, sosial ini dari waktu- kewaktu akan

luntur begitu juga dengan gelar kebangsawanan makin memudar.




53

Sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau
ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-matadi dasarkan pada keturunan atau
status kebangsawanan seseorang melainkan di tentukan oleh tingkat pendidikan.

2. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi merupakan kegiatan seseorang yang saling
membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal yang
paling penting dalam kehidupan masyarakat, jika ekonomi kita membaik maka

kehidupan akan sejatra.

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada lima tahun terahir akhirnya
mengalam kontraksi di tahun 2020 pada angka minus 1,27 kondisi tersebut masth
terkait dengan adanya pandemi yang masih tinggi hingga akhir tahqn 2020,
Akhimya terjadi pelambatan perekonomian pada skala nasional dan skala global
yang berdampak pada perckonomian Kota Makassar. Beberapa scktor tercatat
bertumbuh positif seperti transportasi dan pergudangan namun pertumbuhanya
masih lambat serta sektor-sektor sebagai konstributor utama Kota Makassar
belum sepenuhnya bergerak cepat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di

perkirakan bergerak lebih cepat seiring masa pemulihan ekonomi.

Pendapatan perkapita Kota Makassar tahun 2021 di proyeksikan naik
pada kisaran Rp. 125,42 juta dengan adanya kebijakan stimulus yangdi keluarkan
pemerintah. Kenaikan pendapatan perkapita Kota Makassar di sebabkan oleh laju

pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa dan di imbangi dengan melambatnya
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laju pertumbuhan penduduk. Dengan angka mencapai Rp. 116,87 juta pada tahun

2019,

3. Kehidupan Keagamaan

Menurut data statistik pemerntah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
menunjukan bahwa mayoritas Agama Islam 82,36%. Kesadaran masyarakat yang
kuat akan pentingnya sholat lima waktu, sifat religius itu terlihat dari keseharian
masyarakat kettka waktu sholat tiba mereka terlithat antusias melaksanakan
kewajibannya sebagai umat Islam terutama bagi masyarakat yang berdomisili di
sekitar mesjid yang datang dengan berjalan kaki. Namun juga ada yang sholat di
mesjidyang jauh dar rumahnya dengan menggunakan sepedah motor miliknya.

Namun pada han jumat masyarakat Kota Makassar tidak pernah
meninggalkan sholat jumat walaupun tugas atau perkerjaan yang sementara
mercka kenjakan itu ada, masyarakat yang kerja dan pedagang, buruh dan kantoran
pada pukui 11.00 siang mereka sudah di nimah masing-masing. Jadi sebelum azan
berkumandang mereka sudah di mesjid menunggu sholat jumat tiba. Mesjid yang
biasanya sampai lima baris sekarang penuh dengan jama’ah jumat dan anak-anak
sampat orang tua hadir di mesjid.

Tabel 4.4 ketersediaan sarana Ibadah di Kecamatan Tamalate, Kota

Makassar.
| NO | Desa/Kelurahan Mesjid Gereja Pura Vihara
1 | Barombong 18 1 - -

2 | Tanjung Merdeka 7 1 - -
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10

11

Maccini Sombala 16 -
Balang Baru 20 -
Jongava 9 1
Bungaya 5 3
Pa’baeng-baeng 10 -
Manuruki1 10 1
Parang Tambung 22 2
Mangasa 20 |
Bontoduri - -

Sumber: Kantor Camat Tamalate, Kota Makassar




BAB YV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja di Kota Makassar.

Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu dan kelompok yang
hidup saling berdampingan dan terikat dengan adat istiadat serta memiliki tujuan
yang sama. Tidak bisa di pungkiri manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat
hidup tanpa orang lain.

Masyarakat Kota Makassar dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dan
hukum dan aturan scbagai pedoman kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan
yang lebih baik. Dengan adanya hukum dan peraturan manusia tidak bertindak
sewenang-wenang.

a. Perumusan omnibus law sangat tertutup dan terlihat terburu-buru

Pembentukan Undang-Undang harus partisipatif, begitupun dalam
membentuk Undang-Undang dengan konsep ommnibus law. Partisipasi adalah
menampung aspirasi publik memberi masukan terhadap penyusunan Undang-
Undang. Omnibus law memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan

demokrasi. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh

56
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karena itu, dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pemerintah harus membuka akses
informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formahtas. Dalam hal
ini negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk
menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekamisme partisipasi
publik tersebut masih samar-samar, schingga adanya partisipasi publik dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan hanya di pandang sebagai syarat formal.
Publik merupakan subjek dari berlakunya Undang-Undang harus berpartisipasi di
dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan
peraturan  perundang-undangan, tanpa  keterlibatan  masyarakat  dalam
pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat
diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat
penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.
Penolakan terhadap suatu Undang-Undang sejatinya tidak akan terjadi
apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan Ketika suatu kebijakan tidak
aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan
yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai,
akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu vang disembunyikan. Begitu pun

dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep omnibus law untuk

merevisi atau mencabut banyak Undang-Undang yang dinilai menghambat ekonomi
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dan investasi. Sebaik apapun konsep yang ditawarkan, namun tanpa partisipasi
publik, produk hukum yang dihasitkan akan tetap sulit untuk diterima. Apalagi bila
meryjuk pada perkembangan zaman, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi
masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi.

Dalam hal ini omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar
menjadi banyak perdebatan di dalam masvarakat. Seperti yang diungkapkan oleh
ketua RT yang berninisial, RN (38 Tahun), bahwa:

“ iya, saya sendiri mengetahui omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini

di televisi, omnibus law adalah salah satu metode yang di gunakan

pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya

beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya omnibus law

Undang-Undang cipta kerja ini sangat tertutup dan terlihat terburu-buru.”
(Hasil wawancara, 26/04/2021).

b f T bl l o] AAA D
d OCrifiididi, ivim {42

“Memang sava sendini mengetahui omnibus law Undang-Undang cipta kerja
ini di radio saya dan omnibus ini akan di terapkan di seluruh Indonesia,
tetapt pemerintah dalam proses merancang omnibus law Undang-Undang
cipta kerja kelihatan terialu terburu-buru dan sangat tertutup pada
masyarakat, jika pemerintah membuat omnibus faw Undang-Undang cipta
kerja in1 untuk masyarakat bertujuan baik kenapa pemerintah sangat tertutup
dan terburu-buru.” (Hasil wawancara, 26/04/2021).

Berdasathan peinyaigan di aigs dapai dikaiakan baliwa masyatakai Koia
Makassar tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang baru walaupun berasal dari

pemerintah.

Seperti yang kita ketahui menurut pemerintah dengan diterapkannya

omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini dapat menyediakan lapangan kerja
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Dalam hal ini yang membuat pemerintah mengesahkan omnibus law
Undang-Undang cipta kerja karena memiliki faktor utama agar meningkatkan
perekonomian di Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Berbeda dengan yang di kemukakan oleh dosen Universitas Muslim Indonesia

berinisial, BP (38 Tahun), bahwa:

“munkin saja faktor utama pemerintah terburu-buru mengesahkan ommibus
Jaw Undang-Undang cipta kerja adalah untuk meningkatkan investasi dan
kondisi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi bagaimana meningkat
kondisi ekonomi, apa lagi sampai di buru-buru pengesahanya. Justru saya
khawatir dari sisi ekonomi akibat pandemi jadi tidak maksimal”. (Hasil

wawaiicaia, 29/04/2021).

Di Indonesia praktek omnibus law bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi
keuangan untuk kepentinggan perpajakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang pemerintah daerah, omnibus law
pernah di tetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu ketetapan MPR RI Nomor
I[/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS
dan ketetapan dan ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Adapun tujuan omnibus law vaitu: Memberikan kemudaban, perlindungan
dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta perkoprasian,
Meningkatkan ckosistem investasi, Kemudahan berusaha, Peningkatan perlindungan
dan kesejatraan perkerja, Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis
nasional. Seperti yang di kemukakan oleh kuli bangunan berinisial, AS (35 Tahun),

bahwa:
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“Kalau saya tujuan pemerinta mengesahkan omnibus law Undang-Undang
cipta kerja ini adalah untuk menuntaskan masalah izin tanah dan persoalan
Jahan. Dan yang menjadi persoalan kenapa nggak dua itu di selesaikan”.
(Hasil wawancara, 29/04/2021).

Dari hasil wawancara di atas khususnya dalam penerapan omnibus law
pemerintah sangat tertutup dan terlihat terburu-buru, schaiknya pemerintah dalam
membentuk Undang-Undang harus berpartisipasi kepada masyarakat agar masyarakat

dapat memberi kritik dan lebih mengerti terhadap Undang-Undang yang akan di

terpakan.

jadi berdasarkan hasii wawancara di atas peneliti mengamati fakia yang
terjadi di lapangan betul yang di katakan dari hasil wawancara di atas bahwa
pemerintah dalam membuat Undang-Undang sangat tertutup dan terburu-buru.
Seperti data yang diamati peneliti di berbagai sumber informasi seperti televisi,

artikel, jurnal dan media cetak sebagai sumber referensi dan bahan pertimbangan.

b. Minimnya sosiaiisasi kepada masyarakat
Dalam hal ini membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan regulasi
tidak cukup hanya sampai pada omnibus law saja. Bila tidak ada mekanisme
harmonisasi yang jelas, penerapan omnibus law untuk mengatasi masalah regulasi
juga tidak akan efektif, sebab masalahnya bukan sekedar peraturan yang terlalu
banyak, tapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Seharusnya pemerintah

melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan agar harmonisasi terpusat dan
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tidak ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Seperti yang di kemukakan oleh
masyarakat berinisial, DN (56 Tahun), mengatakan bahwa:
“cocok, seharunya pemerintah sebelum di buat dan di kasih berlaku ommnibus
law Undang-Undang cipta kerja ini seharusnya mengadakan sosilisasi
kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga rakyat biasa berpartisipasi atau

sebagai pengkritik dalam pembuatan ommnibus law Undang-Undang cipta
kerja ini”. (Hasil wawancara, 20/05/2021).

Hal serupa yang di ungkapkan oleh dosen Universitas Muslim Indonesia berinisial,
BP (38 Tahun), hahwa:
“iye dek, seharusnya sebelum pemerintah merancang omnibus law Undang-
Undang cipta kerja seharusnya pemerintah mempertimbangkan baik-baik
karena dalam hal ini menyangkut kepentingan orang banyak bukan

sewenang-wenang pemerintah merancang dan menerapkannya”. (Hasil
wawancara, 29/04/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum pemerintah merancang
omnibus law Undang-Undang cipta kerja scbaiknya pemerintah mensosialisasikan
terlebih dahulu pada masyarakat dan mempertimbangkannya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengamati fakta yang terjadi di
lapangan betul pemerintah kurang mensosialisasikan dalam membuat Undang-
Undang sehingga terjadi diskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus law Undang-
Undang cipta kerja di Kota Makassar, peneliti menyimpulkan bahwa setiap
masyarakat memiliki persepsi berbeda terhadap penerapa omnibus law dan

pemerintah sangat tertutup dan terburu-buru saat membuat omnibus law Undang-
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Undang cipta kerja. Sebaiknya dalam membuat Undang-Undang pemerintah
melibatkan partisipasi masyarakat dan mensostalisasikan kepada masyarakat agar
tidak adanva diskomunikasi antara masyarakat dan pemenntah.
2. Dampak Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap
Masyarakat di Kota Makassar.

Dalam hal ini di terapkanya omnibus law Undang-Undang cipta kerja di
Kota Makassar masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dan penafsiran
terhadap apa yang akan di timbulkan pada omnibus law Undang-Undang cipta kerja
in.

a. Penguasaan perusahaan asing di Indonesia.

Dengan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkena di Indonesia
sebagaian besar kemungkinan memberi kemudahan bagi orang asing menguasai
perusahaan yang ada di Indonesia Karena TKA yang membawa modal dan
membawa skill dalam hal transfer of klowledge. Maka pada hakikatnya tidak

diperkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga keyja dari Indonesia.

Penguasaan perusahaan oleh orang asing dikarenakan di Indonesia belum
belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta mempercepat proses
pembangunan nasional dengan jalan mempercepat ahli ifmu pengetahuan dan
teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di

Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di




66

Indonesia baik itu perusahaan swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa
Indonesia sendiri. Dengan adanya tenaga kerja asing imi masyarakat banyak menjadi
pengangguran. Hal yang sama yang di ungkapkan oleh budayawan berinisial, GN (40

Tahun), mengungkapkan bahwa:

“dek, seharusnya yang menjadi penguasaan perusahaan adalah rakya
Indonesia bukan warga negara asing, jika orang asing yang menguasi
perusahaan sama saja kita di jajah oieh negara iain di dalam negara kita
sendiri. Apabila orang asing mengusai perusahaan yang ada di Indonesia
maka akan sangat menguntungkan investor asing dari pada masyarakat dan
buruh”. {(Hasil wawancara,22/05/2021).

Berbeda yang dikatakan oleh pengusaha berinisial, MO (40 tahun), bahwa;

“1ya tidak menjadi sebuah persoalan jika yang menjadi penguasa perusahaan

ndnlah Arano acing rarann tannn IFohadiran arana acinag ba Indnnacin Aamoon
Ahlitaieais ALEE A IE, ANl il M ip/oh Sl L] Vb Le GoailE A AsUiiiloIa L e

membawa modal yang besar dan orang asing juga memiliki keterampilan
dan profesional sebagai tenaga ahli sehingga wajar saja orang asing yang
menjadi pengusaan perusahaan”. (Hasil wawancara, 22/05/2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam penguasaan perusahaan
oleh orang asing terhadap masyarakat dan kaum buruh di Indonesia masyarakat Kota
Makassar memiliki perbedaan pendapat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju
karena pandangan masyarakat terhadap penguasaan perusahaan oleh orang asing itu

masih belumn nyata data yang ada di lapangan.

Jadi dalam hal ini peneliti mengamati di lapangan bahwa apa yang di

katakan oieh informan di atas adaiah sebuah argumen iniorman saja karena di
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lapangan fakta yang di amati oleh peneliti tidak ada data yang kuat yang sesuai

argumen informan.
b. Kemudahan perizinan bagi perusahaan daiam mendirikan usaha

Izin pendirian badan usaha merupakan izin yang harus di lakukan sebuah
pertsahaan ketika memiilai nsaha dan mengoprasikan sehuah industri atan hisnis
secara formal. Izin yang di maksud juga termaksud izin sektoral, sesuai dengan jenis

usaha yang di selengarakan.

Dalam meiakukan penyeiengaraan perizinan dan sebagai representasi yang
bersekala sedang hingga besar. pengalian masalah di studi lapangan di fokuskan
kepada praktik dan bentuk-bentuk deregulasi perizinan yang sudah di
implementasikan di daerah dan juga sejauh mana sekala kewenangan perizinan yang
telah di benkan. Sepertt yang di ungkapkan oleh pengusaha berinisial, MO (40

Tahun), bahwa:
“ilya saya terus terang dalam izin pendirian usaha saya masih sama
prosedurnnya meminta izin usaha pada tahun-tahun sebelumnya yang

dimana harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang di tetapkan oleh
pemerintah”. (Hasil wawancara, 22/05/2021).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Dosen Universitas Muslim Indonesia berinisial,

BP (38 Tahun), bahwa:

“iya dalam mengurus surat izin usaha kemarin, saya cukup banyak
mengurus persyaratan yang di tetapkan oleh kantor lurah saya, kan usaha
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saya dek usaha menengah kecil seharusnya kami selaku pengusaha kecil di
berikan sedikit kemudahan dalam mengurus surat izin usaha”. (Hasil
wawancara,22/05/2021}).

Dari hasil wawancara di atas dalam membuat surat izin usaha masih sama
prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah dalam melakukan surat izin usaha. Dalam
hal ini omnibus law masih belum terelaksasi dengan baik karena dalam membuat

surat izin usaha masih sama prosedur pembuatanya pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pengamatan yang di peroleh peneliti di lapangan memang betul yang
di katakan dari hasil wawancara di atas, dalam hal ini omnibus law belum terelaksasi
dengan baik karena dalam ommibus law Undang-Undang cipta kerja seharusnya
memberikan kemudahan dalam membuat izin usaha Namun, hasil pengamatan
peneliti ini tentu saja dapat di lihat sebagai kecenderungan serta dapat di tadikan

bahan pertimbangan bagi pemerintah.

B. Pembahasan
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang di lakukan peneliti
terhadap masyarakat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Terkait persepsi
masyarakat terhadap pemerapan ommnibus law Undang-Undang cipta kema, yaitu
seorang buruh mengatakan omnibus law adalah salah satu metode yang di gunakan
pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya

beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya omnibus law Undang-
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masyarakat serta kaum buruh dan para pengangguran. Bapak Jokowi juga
mengatakan bahwa omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini untuk mencegah
kemungkinan korupsi dan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro untuk
membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit di
pangkas, mempermudah perizinan untu usaha mikro. Seperti yang di katakan seorang
masyarakat dari hasil wawancara mengatakan bahwa dengan di terapkan omnibus
Jaw Undang-Undang cipta kerja ini tidak berdampak baik pada masyarakat buktinya
sampai sekarang pengangguran ada di mana-mana dan korupsi semakin banyak serta
para usaha mikro masih banyak diabaikan oleh pemenntah.

Jadi berdasarkan yang diamati oleh peneliti bahwa memang betul yang
dikatakan mayarakat sctempat dengan diterapkan omnibus law Undang-Undang cipta
kerja ini sampai sekarang masyarakat setempat melihat tidak adanya lowongan kerja
yang di janjikan oleh pemerintah dan korupsi di Indonesia pun belum bisa di atasi
pemerintah serta masih banyak usaha mikro di abaikan oleh pemerintah. Dalam hal
ini seperti yang di unggkapkan di atas sangat berkaitan dengan teori aksi yang di
kemukakan oleh Talcont Parsons bahwa tindakan individu bukanlah hal yang utama,
namun norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menentukan dan mengatur prilaku.
Artinya bahwa sebaik apapun omnibus law Undang-Undang cipta kerja yang dibuat
pemerintah apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat
maka hal tersebut dampat menimbulkan perbedaan pendapat serta tidak di terima di

terapkan di dalam masyarakat.
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harapan masyarakat sehingga terjadi rasa ketidak percayaan antara masyarakat dan
pemerintah.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan buruh dan fakta di lapangan yang
di lihat oleh peneliti bahwa betul sekarang mulai berdatangan invetor asing ke
Indonesia salah satunya di Kota Makassar dan kaum buruh tidak lagi mendapatkan
pesangon dari perusahaan.

Dalam hal in1 seharunya ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan
omnibus law untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab
masalahnya bukan sekedar peraturan yang terlalu banyak, tapi juga masalah peraturan
yang dishamonis. Seharusnya pemerintah melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Omnibus law Undang-Undang cipta kerja harus dilakukan penuh dengan
kehati-hatian dan partisipatif, perlu ada proses publik hearing serta tidak tergesa-gesa
dengan mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan bisnis kelompok
tertentu, apalagi kepentingan asing. Omnibus law Undang-Undang cipta kerja harus
memperhatikan norma hukum dalam sistem hukum nasional dengan pancasila dan
UUD 1945 sebagat sumber hukumnya.

Konsep omnibus law di susun dengan tujuan untuk memperkuat ckonomi
nasional melalui perbaikan regulasi agar iklim investasi membaik dan sebagai
penegakan hukum yang sangat lemah .

Yika ommnibus law di terapkan didalam sistem perundang-undangan di
Indonesia maka lazimnya berbentuk Undang-Undang karena subtansi Undang-

Undang merupakan aturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NKRI 1945. Karena
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keadaan memaksa sebagai persyaratan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tidak bisa menjadi dasar legistimasi mateni omnibus law.
2. Dampak Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap
Masyarakat di Kota Makassar.
Dalam penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja terdapat dampak

positif dan dampak negatif yaitu:
a. Dampak positif di terapkannya omnibus law Undang-Undang cipta kerja

Menurut pemerintah omnibus law Undang-Undang cipta kerja imi akan
memberi kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
sehingga tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat bagi masyarakat dan ommibus
law akan menguntungkan warga Indoncsia misalnya akses investasi yang
menguatkan ekonomi negara, tercipta lapangan kerja sebesar-besarnya. Seperti yang
di katakan salah satu pengusaha bahwa betul saya setuju dengan pemenntah karena
omnibus law Undang-Undang cipta kerja di buat oleh pemerintah itu pasti
menguntungkan buat rakyat dan memberikan solusi untuk kehidupan mendatang dan
mana mungkin pemerintah membuat sebuah Undang-Undang akan membuat rakyat
menderita . Dalam hal im seperti yang di unggkapkan di atas sangat berkaitan dengan
teori aksi yang di kemukakan oleh Hinkle bahwa tindakan manusia itu bertujuan
artinya bahwa pemerintah dalam merumuskan omnibus law memiliki tujuan agar
tersedia lowongan Xerja sebesar-besarnya dan mempermudah mengurus perizinan

usaha.
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Jadi berdasarkan apa yang di amati peneliti tenyata apa yang di katakan oleh
pengusaha terebut belum tepat kerena omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini

dalam pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya dan belum ada data yang

mendukung.
b. Dampak negatf di terapkannya omnibus law Undang-Undang cipta kerja
i Masyarakat Kota Makassar menolak adanya omnibus law Undang-Undang
cipta kerja karena Undang-Undang tercbut lebih menguntungkan pengusaha di
bandingkan masyarakat dan kaum burvh.
adapun dampak yang di timbuikan omnibus faw yaiw:
1) Masalah aturan pesangon yang kualitasnya di anggap menurun dan tanpa
kenastian
1 2) Omnibus low akan membuat pengunaan tenaga ahli daya semakin bebas,

awalnya di Undang-Undang itu outourching berupa ke core business.

3) Sangsi pidana bagi perusahaan vang melanggar di hapuskan.

4) Aturan mengenai jam kerja yang di anggap ekploitatif.

5) Karyawan kontrak susah di angkat jadi karyawan tetap.

6) Pengunaan tenaga kerja asing termaksud pekerja buruh kasar.

7) PHK yang di permudah dan terahir hilangnya jaminan sosial bagi buruh
khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

Seperti yang di kemukakan oleh masyarakat yang berinisial, MI bahwa: iya,

sudah jelas-jelas omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini sangat merugikan
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masyarakat dan kaum buruh kerena investor asing akan mengusai Indonesia dan
sangat menguntungkan pengusaha di bandingakn masyarakat dan kaumn buruh. Dalam
hal ini seperti yang di unggkapkan di atas sangat berkaitan dengan teori aksi yang di
kemukakan oleh Hinkle bahwa tindakan manusia di dorong oleh kesadaran diri
sendiri dan pengaruh dan luar dirinya. Artinya bahwa dalam penerpan omnibus law
Undang-Undang cipta kerja di dalam masyarakat tidak sesuai dengan harapan
masyarakat maka tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas peneli mengamati fakta di
lapangan bahwah hasil wawancara di atas belum bisa di katakan benar karena tidak
ada data vang menjamin bahwa invetor asing akan lebih banyak menguasai Indonesia

dan akan menguntungkan pengusaha serta akan merugikan rakyat dan kaum buruh.

Adapun yang merupakan pembaharuan peneiitian imi dart peneiitian
sebelumnya yang relevan dengan judu! penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Putra, (2020), yang berjudul “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi
Regulasi”. Hasil penelitian tersebut diajukkan bahwa ommnibus law adalah konsep
hukum untuk penyederhanaan regulasi dan memangkas serta mencabut Undang-
Undang lainnya. Namun permasalahan regulasi adalah salah satu masalah yang
komplit, oleh sebab itu sebelum konsep omnibus law di terapkan dalam bentuk
regulasi terlebih dahulu perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi. Sedangkan
penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan

omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.
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Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, (2020), yang berjudul “Kebijakan
Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia”. Hasil
penelitian tersebut diajukkan bahwa dengan adanya penyusunan omnibus law
Undang-Undang cipta kerja, Undang-Undang ini akan mengalami perubahan,
pencabutan, atau pemberlakuan beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa
aturan pada tingkatan yang berbeda kedalam suatu peraturan perundang-undangan,
sehingga akan menghasilkan sesuatu peraturan yang khusus yang tekait perizinan
berusaha yang akan menyelesaikan panjangnya rantai birokrasi serta peraturan yang
tumpang tindih. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat
terhadap penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggono, (2020), yang berjudul “Omnibus
Law Sebagai Teknik  Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan
Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil penelitian
tersebut diajukkan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak bisa diselesatkan
dengan teknik omnibus law melainkan pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang
memastikan proses perbaikan sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara
sistematis dan berkelanjutan salah satunya membentuk lembaga khusus yang
menyatukan berbagai fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap
penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja d1 Kota Makassar.

Jadi kebaruan dari penelitian saya yang berjudul persepsi masyarakat

terhadap penerapan omnibus law Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar
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adalah penelitian saya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan
omnibus luw Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar dan waktu serta tempat
pelaksanaanya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian ini bisa
di jadikan sebagai sumbangsi untuk mata kuliah sosiologi hukum dan sebagai
referensi untuk penelitian yang akan datang terkait teniang ommnibus law Undang-
Undang cipta kerja. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus law
Undang-Undang cipta kerja. Sebaitknya dalam peraturan perundang-undangan yang
harus di perhatikan juga asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga dan mater
muatan yang tepat, asas dapat di kenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas
kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Tabel 5.1 interprestasi hasil wawancara penelitian

NO Nama Wawancara Teor:

Interpretasi

informan

1. MA

Aksi alam hal 1ni
nerapan omnibus

Hasil wawancara dengan
masyarakat mengatakan bahwa

“Memang saya sendin
mengetahui omnibus law
Undang-Undang cipta kerja ini
di radio saya dan omnibus ini
akan di terapkan di seluruh
Indonesia, tetapi pemenntah
dalam proses merancang
omnibus {aw Undang-Undang
cipta kerja kelihatan terlalu
terburu-buru dan sangat

aw Undang-Undang
ipta kerja,
asyarakat
engetahui bahwa
mnibus law sudah
i sahkan melalui
adio dan banyak
asyarakat
enyesal mengapa
merintah dengan
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ertutup pada masyarakat, jika

erintah membuat omnibus
aw Undang-Undang cipta
erja ini untuk masyarakat
hertujuan batk kenapa
pemerintah sangat tertutup dan
terburu-buru.”

terburu-buruh
mengesahkan dan
menandatangani
undang-undang
terehut

Hasil wawancara dengan tokoh
masyarakat mengatakan bahwa
 iya, saya sendiri mengetahui
omnibus law Undang-Undang
cipta kerja ini di televisi,
omnibus law adalah salah satu
metode yang di gunakan
pemerintah untuk memangkas
Undang-Undang yang
tumpang tindih, saya
beranggapan bahwa
pemerintah pada saat ingin di
rumuskanya omnibus law
Undang-Undang cipta kerja in1

Aksi

Dalam proses
enerapan omnibus
aw Undang-Undang
ipta kerja,
asyarakat
engetahui bahwa
mnibus law sudah
1 sahkan melalui
elevisi dan banyak
asyarakat
ebinggungan

saya rasakan seperti biasa-
biasa saja, sebelum dan sudah

e e T I o N S
AE hadditl UCIIahUWlY d UIRTELU S

Jjaw Undang-Undang cipta sesual dengan
kerja dan saya tidak melihat faktanya sampai
sampai saat in pemerintah sekarang ini para
pkan menyediakan lapangan penari kerja sangat
L eria baﬂt macvarak at dan saya it mf:nrjapatkan
[msngungkapkan omnibus law rkerjaan.

sangat tertutup dan terlihat menandatangani

terburu-buru.” ndang-undang
r.ere‘out.

Hasil wawancara dengan Aksi alam penerapan

masyarakat mengatakan bahwa mnibus law

“betul menurut pemerintah ndang-Undang

dengan di kasih berlakunya ipta kerja yang

pmnibus iaw Undang-Undang dikatakan

cipta kerja ini dapat memberi pemerintah akan

lapangan kerja, tetapi yang menciptakan

Japangan kenja
sebanya-banyaknya

A I S . P
Khadit toidp Lidan
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Undang-Undang cipta kerja
tidak perlu di terapkan di
Indonesia”.

FA Hasil wawancara dengan Aksi [Masyarakat dengan
wiraucaha mengatakan bahwa herlakunva omeibuy
 saya tidak setuju di kasih aw inl membuat
berlaku omnibus law Undang- asyarakat tidak
Undang cipta kerja ini pasti rcaya lagi dengan
tidak ada lagi dampak baik merintah, karena
untuk masvarakat buktinva erintah sekarang
sampai sekarang rkataan dan
pengangguran ada di mana- indakan yang di
mana dan korupsi semakin erjakan tidak sesuai
banyak serta para pedagang harapan masyarakat
kecil masih banyak diabaikan

erintah”.
AS jHasil wawancara mengatakan | Aksi  [Dalam penerapan

ahwa “iye dek, saya tidak
etuju dengan berlakunya
mnibus law Undang-Undang
ipta kerja ini karena akan
anyak merugikan masyarakat

1
i,

1 Pard peken)d serabuian
arena sudah nyata dengan di
erlakunya omnibus law
ndang-Undang cipta kerja ini
an lebih memudahkan
nl- Ira

nvestor asing masuk ke
[indonesm sehingga akan
menimbulkan pengangguran
bagi masyarakat Indonesia
sendirt dan saya juga
mendengar nemerintah juga
akan menghilangkan pesangon

mmbu law ini
anyak merugikan
asyarakat dan
aum buruh yang
faktanya hilangnya
JAMInan sosiai dan

pesangon.
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bagi karyawan yang kepja di
perusahaan’.

erja tidak di butuhkan lagi
emudian akan mengakibatkan
gangguran di mana-mana’.

1

DN Hasil wawancara mengatakan | Aksi [Dalam proses
bahwa “cocok, seharunya perencanaan
pemerintah sebelum di buat omnibus law
dan di kasih berlaknu omnibus [ Indang-{Indang
Jerw Undang-Undang cipta cipta kerja
lkerja 1m seharusnya pemerintah tidak
mengadakan sosilisasi kepada mensosialisai
seluruh rakyat Indonesia ﬁpada masyarakat
sehingga rakyat biasa an tetapi
berpartisipasi atau sebagai hemerintah langung
pengkritik dalam pembuatan meminta kepada
omnibus law Undang-Undang mentri-mentrinya
cipta kerja ini”. untuk membuat

pmnibus law
Undang-Undang
Cipta kerja dan harus
menyelesaikannya
dalam waktu satu
tahun.

DR Hasil wawancara mengatakan | Aksi  Dalam hal im
bahwa “betu! dengan adanya eberadaan omnibus
omnibus law Undang-Undang t(aw Undang-Undang

ipta kerja ini seakan-akan ipta kerja
erintah memberi embawa
elonggaran pada pengusaha eberuntungan pada
chingga para pengusaha ngusaha dan
¢’enak-enaknya pada para Investor asing
kerja. Sehingga jasa tenaga arena pengusaha

investor aing
idak lagi mengurus
urat izin dalam
enjalankan usaha.
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8. MO ‘lya saya terus terang dalam Aksi alam hal ini
izin pendirian usaha saya embuat surat 1zin
asth sama prosedurnnya saha masth sama
eminta izin usaha pada rosedur dan syarat
ahun-tahun sebelumnya vang mbuatanva
imana harus melengkapi engan tahun-tahun
syaratan-persyaratan yang ebelumnya berarti
1 tetapkan oleh pemerintah™. omnibus law tidak
terelaksasi dengan
baik di masyarakat.
9 BP “iya dalam mengurus surat izin | Aksi  [Dalam kemudah izin
usaha kemarin, saya cukup usaha sudah di
banyak mengurus persyaratan kctapkan dalam
vang di tetapkan oleh kantor omnibus law bahwa
lurah saya, kan usaha saya dek akan memudahkan
usaha menengah kecil dalam izin usaha
seharusnya kami selaku tapi fakta di
pengusaha kecil di berikan lapangan
sedikit kemudahan dalam masyarakat yang
mengurus surat izin usaha . mengurus surat izin
tersebut masih
mengatakan bahwa
kama saja dengan
tahun-tahun kemarin
pEisydiatan yang
harus di urus dalam
iembuat surat 1zin
usaha.
10, IGN Dari hasil wawancara bahwa Dalam hal ini

“dek, seharusitya yailg iniciyjacdi
penguasaan perusahaan adalah
rakya Indonesia bukan warga
negara asing, jika orang asing
yang menguasi perusahaan
<ama saja kita di jaiah oleh
negara lain di dalam negara

ita sendir. Apabila orang

ing mengusai perusahaan

ang ada di Indonesia maka

kan sangat menguntungkan
investor asing dari pada

jiicinaing iCoili
idealnya warga
negara Indonesia
yang menguasal
perusahaan akan
tetani warga negara
ndonesia tidak bisa
enguasai karena
urangnya skill dan
rofesinalnya serta
urangnva tenaga
hii dan indonesia
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Karyawan kontrak susah di angkat jadi karyawan tetap, Pengunaan tenaga kerja asing
termaksud pekerja buruh kasar, PHK yang di permudah dan terahir hilangnya

jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari persepsi masyarakat terhadap penerapan omnibus

Jaw Undang-Undang cipta kerja di Kota Makassar, maka adapun saran sebagai

berikut:

I. Bagi kaum buruh, dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam berkerja
karena kita dalam bekerja harus memiliki pemikiran yang luas agar kita lebih
berfikir kritis dalam bekerja.

2. Bagi masyarakat pencari kerja, dijadikan sebagai pertimbangan pemikiran
dalam mencari kerja karena kita dalam berkerja harus mempertimbangkan
terlebih dahulu hak-hak kita sebagai tenaga kerja.

3. Bagi pemerintah, sebaiknya dalam membuat Undang-Undang pertimbangkan
terlebih dahulu dan jangan terburu-buru karena Undang-Undang yang akan
menentukan nasib orang banyak.

4. Bagi lembaga terkait, agar senantiasa Iebih konsiten dalam menetukan sebuah
kebijakan dan sumbangsi pemikiran untuk di terapkan dalam lembaga politik
di Indonesia.

5. Disarankan bagi peneliti lanjutan bisa lebih mendalami penelitiannya serta

berperan aktif dalam proses yang akan di teliti,
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